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PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan oleh Penulis dalam
penulisan hukum yang berjudul “TANGGUNG JAWAB SNAP INC,,
TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH IKLAN
DeLAM APLIKASI SNAPCHAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN?” sebagai penutup dari penulisan hukum ini maka Penulis

akan memberikan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan dalam
penulisan hukum ini yang pertama adalah bahwa dalam rangka melindungi
konsumen dan memberikan batasan terhadap pelaku usaha Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK), melalui undang-undang ini Pemerintah memberikan
batasan terhadap pelaku usaha dalam hal ini adalah Snap Inc., yang
merupakan perusahaan teknologi dan media sosial agar dalam
menjalankan usahanya tidak merugikan konsumen yang menggunakan
aplikasi Snapchat. Kedua, berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat
diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ketiga,
kerugian yang ditimbulkan oleh iklan dalam aplikasi Snapchat merupakan
tanggung jawab Srnap Inc., sebagai pelaku usaha. Keempat, sebagai bentuk
tanggung jawab Snap Inc., dari kerugian yang ditimbulkan akibat iklan
dalam aplikasi Snapchat, berdasarkan Snap Inc., berkewajiban untuk
memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.
Kelima, berdasarkan analisis yang telah dilakukan Penulis, UUPK yang

berlaku sekarang ini hanya mengatur tentang konsumen akhir, maka
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UUPK tidak dapat diberlakukan terhadap Pengiklan dalam aplikasi
Snapchat karena merupakan konsumen antara, dengan demikian
diperlukan perubahan sehingga Pengiklan dapat ikut tunduk kepada
UUPK. Perubahan ini diperlukan karena seiring perkembangan zaman,
dibutuhkan pengaturan yang dalam hal ini dapat mengatur tentang
perlindungan konsumen media sosial, karena kini media sosial tutut
berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mempermudah
hubungan komunikasi dan mempermudah hidup manusia. Terlebih dengan
ditemukannya fakta dan kemungkinan bahwa aplikasi Snapchat dapat
merugikan konsumen maka diperlukan pengaturan yang dapat membatasi
secara tegas dan jelas bagi pelaku usaha sepertt Snapchat agar bertindak

sesual dengan peraturan yang melindungi konsumen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan dalam
penulisan hukum ini maka Penulis menyarankan kepada Pihak yang
berwenang untuk kedepannya dapat membuat perubahan terhadap
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sekarang
ini, karena kini perusahaan seperti Snap Inc., yang memproduksi aplikasi
media sosial Smapchat  pun dapat merugikan masyarakat sebagai
konsumen. Dengan adanya kerugian yang timbul membuat kedudukan
masyarakat sebagai konsumen semakin rentan menjadi korban dari
perilaku pelaku usaha.

Jika dilihat dari segi peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini,
maka harus ditinjau kembali apakah UUPK yang berlaku saat ini dapat
digunakan sebagai alat untuk mendukung hak-hak konsumen sekaligus
melindungi konsumen dari segala kerugian. Oleh karena itu, harus

dilakukan perubahan terhadap UUPK yang berlaku saat ini.
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